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LAPORAN KEGIATAN
SOSIALISASI BENTURAN KEPENTINGAN DAN WHISTLE BLOWING
SYSTEM KEPADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BOGOR
OLEH
KEMENPAN RB

1. PENDAHULUAN.

Tingginya tuntutan masyarakat akan terwujudnya birokrasi yang
transparan, akuntabilitas, bebas dari korupsi dan Nepotisme (KKN)
mengakibatkan reformasi birokrasi merupakan hal yang harus dilakukan
oleh instansi Pemerintah. Reformasi birokrasi merupakan langkah awal
untuk melakukan penataan sistem penyelenggaraan pemerintah yang
baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara
cepat, tepat dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang
dihadapi, diantaranya penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan

lemahnya pengawasan.

Dipicu krisis ekonomi 1998 yang berimbas pada kehidupan seluruh
lapisan masyarakat, maka Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi melakukan Reformasi Birokrasi secara masif.
Pada tahun 2007 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi melakukan reformasi melalui tiga pilar utama yaitu
penataan organisasi, penyempurnaan proses bisnis, dan pengembangan
SDM. Di tingkat nasional, reformasi birokrasi mulai digulirkan dengan
diterbitkannya Perpres 81 tahun 2010 tentang grand design reformasi
birokrasi 2010-2025 yang ditindaklanjuti dengan peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20

tahun 2010 tentang road map reformasi birokrasi tahun 2010-2014.

Dalam mengakselerasi percepatan pencapaian sasaran hasil tersebut
maka di setiap instansi pemerintah tak terkecuali Pemerintahan
Kabupaten / Kota, perlu membangun pilot project pelaksanaan reformasi
birokrasi yang dapat menjadi unit percontohan penerapan pada unit-unit
lainnya. Guna melaksanakan hal tersebut, terbitlah Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 52
tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju

Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
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(WBK/WBBM) dilingkungan Instansi Pemerintah yang digunakan sebagai
pedoman pembangunan zona integritas bagi unit-unit kerja pada instansi

pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Awal tahun 2019 merupakan periode yang tepat, iklimnya baik bagi
semua Pemerintah Daerah untuk memulai kinerja yang lebih baik dari
tahun tahun sebelumnya, semangat perubahan hendaknya terus
melandasi jiwa dan perjuangan kita semua selaku aparatur Negara di
Daerah, untuk semakin adaptif terhadap perubahan, untuk selalu
bekerja keras, inovatif dan kreatif dalam menjalankan program program
yang sudah ada, sehingga pembangunan di daerah dapat berjalan cepat,
tepat dan akurat menyentuh segitiga harapan yaitu harapan publik atau
masyarakat, harapan sektor privat atau pelaku usaha dan harapan

pemerintah daerah itu sendiri.

Oleh karena itu pelaksanaan Sosialisasi Benturan Kepentingan Dan
Whistle Blowing System Kepada Perangkat Daerah Di Lingkungan
Pemerintah Kota Bogor sangatlah tepat untuk menjadi sarana
menyampaikan informasi yang benar dan akurat bagi Perangkat Daerah
dalam rangka mewujudkan Pembangunan Zona Integritas menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
(WBK/WBBM )

Benturan kepentingan dapat dijelaskan secara singkat yaitu, dimana
terdapat konflik kepentingan seseorang yang memanfaatkan kedudukan
dan wewenang jabatan yang dimilikinya baik dengan sengaja maupun
tidak disengaja untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan
sehingga tugas tugas yang diamanatkan tidak dapat dilaksanakan secara

objektif dan berpotensi menimbulkan kerugian negara atau daerah.

Sedangkan Sistem Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System),
adalah suatu sistem pengaduan dan perlindungan terhadap
saksi/pelapor mengenai korupsi, kolusi dan nepotisme serta setiap
tindakan yang mencurigakan dan ada indikasi penyimpangan dalam

pelaksanaan tugas Aparatur Sipil Negara

II. DASAR HUKUM PELAKSANAAN.
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1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi
Birokrasi Instansi Pemerintah.

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum
Penanganan Benturan Kepentingan.

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pedoman Umum Sistem

Penanganan Pengaduan (Whistleblower System)

III. PESERTA SOSIALISASI

Peserta sosialisasi benturan kepentingan dan Whistle Blowing

System ini diikuti oleh 100 peserta yang terdiri dari :

1. Seluruh Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kota Bogor atau yang mewakili .

2. Seluruh Kasubag Perencanaan, Analisis dan Evaluasi Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor atau yang
mewakili .

3. Auditor di Inspektorat Kota Bogor

IV.  WAKTU dan LOKASI PELAKSANAAN

Pelaksanaan sosialisasi pada :

Hari/ Tanggal : Selasa, 12 Pebruari 2019
Waktu : 08.30 WIB S/D Selesai
Tempat : Ball Room hotel Salak Tower

lantai 21 Kota Bogor

V. MATERI SOSIALISASI

Sosialisasi dibagi kedalam dua Materi :

Laporan Sosialisasi Benturan Kepentingan & Whistle Blowing System



Tuspelbtorar Rota Bogor
TA4 2019

1. Materi pertama pemaparan terkait dengan materi Benturan
Kepentingan.
2. Materi kedua pemaparan terkait dengan materi Whistle Blowing

system.

VI. MAKSUD & TUJUAN

Sosialisasi ini dimaksudkan untuk menciptakan budaya kerja
organisasi yang dapat mengenali, mencegah, dan mengatasi situasi-
situasi benturan kepentingan; Meningkatkan pelayanan publik dan
mencegah terjadinya kerugian negara atau daerah; Meningkatkan
integritas; dan Meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang bersih

dan berwibawa.

VII. NARASUMBER

Narasumber sosialisasi ini adalah dari Kementerian PAN-RB yang
memang menangani mengenai reformasi birokrasi, benturan kepentingan

dan Whistle Blowing System

VIII. SUSUNAN ACARA SOSIALISASI

Waktu Kegiatan PIC
08.00 s/d 09.00 Registrasi Peserta + welcome snack Panitia
09.00 s/d 09.15 Pembuk.aan Acara + menyayikan lagu MC
Indonesia Raya + Doa
09.15 s/d 09.25 Laporan Panitia Irban Pem
09.25 s/d 09.40 Pembukaan Acara oleh Sekretaris Daerah Setda
Kota Bogor
10.00 s/d 11.00 Pemaparan Sosialisasi Benturan Kepentingan Narasumber +
Sesi 1 Moderator
Pemaparan Sosialisasi Benturan Kepentingan Narasumber +
11.00 5/d 12.00 Sesi 2 + Tanya Jawab Moderator
12.00 s/d 13.00 ISHOMA
13.00 s/d 14.00 Pemaparan Whistle Blowing System sesi 1 Narasumber +
’ ' P &>y Moderator

Laporan Sosialisasi Benturan Kepentingan & Whistle Blowing System



Tuspelbtorar Rota Bogor

74 2019
14.00 5/d 15.00 Pemaparan Whistle Blowing System sesi 2 + Narasumber +
tanya Jawab Moderator
15.00 s/d 15.30 Coffee break Panitia
15.30 s/d selesai Penutupan Acara MC

IX. PEMBIAYAAN.
Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan

sosialisasi Sosialisasi Benturan Kepentingan Dan Whistle Blowing
System Kepada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota
Bogor Oleh Kemenpan RB ini di bebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Inspektorat Kota
Bogor Tahun Anggaran 2019 melalui Kegiatan Pembangunan Zona
Integritas Kota Bogor Dan Monitoring Aksi Pencegahan Dan

Pemberantasan Korupsi dan Kegiatan Pengelolaan RT OPD.

X. KESIMPULAN

Dari hasil pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Benturan
Kepentingan Dan Whistle Blowing System Kepada Perangkat Daerah
Di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor Oleh Kemenpan RB ini, dapat
di simpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Benturan Kepentingan Dan
Whistle Blowing System Kepada Perangkat Daerah Di
Lingkungan Pemerintah Kota Bogor Oleh Kemenpan RB, berjalan
lancar sesuai dengan jadwal dan tempat yang telah di tentukan.

2. Dalam pemaparan materi dan para Narasumber/Pemateri
mendapat respon yang cukup baik dan peserta khususnya
dengan adanya tanya jawab yang aktif dengan peserta serta
ditandai dengan hangatnya diskusi dan berkelanjutan.

3. Kepada seluruh kepala OPD dilingkungan Pemerintah Kota
Bogor diharapkan untuk terus meningkatkan tata kelola
pemerintahan yang baik seperti transparansi, akuntabilitas,
partisipatif, hal ini dalam rangka pencegahan korupsi dan
diimplementasikan melalui penandatanganan dokumen Pakta
integritas, laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN),
akuntabilitas kinerja, Penysunan Laporan Keuangan yang sesuai

dengan SAP, penyusunan kode etik, mendorong adanya Sistem
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Perlindungan Pelapor (Whistle Blowing System), Program
pengendalian gratifikasi, Kebijakan penanganan benturan
kepentingan (conflict of Interest).

4. Pemerintah di Daerah diharapkan segera membuat Perwali
untuk Benturan Kepentingan dan Sistem Penanganan
Pengaduan (Whistle Blowing System), System pengaduan
mengenai korupsi serta setiap tindakan yang mencurigakan dan
ada indikasi penyimpangan , agar dalam pelaksanaannya

memiliki pedoman, serta dapat di pantau dan dimonitor .

XV. PENUTUP

Demikian hasil pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Benturan
Kepentingan Dan Whistle Blowing System Kepada Perangkat Daerah
Di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor Oleh Kemenpan RB untuk
dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Bogor, 14 Februari 2019

Pejabat Pelaksana Teknis
egiata

LIES SETIOWATI,SE
NIP 19730428 199803 2 006
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DOKUMENTASI KEGIATAN SOSIALISASI BENTURAN KEPENTINGAN DAN
WHISTLE BLOWING SYSTEM KEPADA PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BOGOR OLEH KEMENPAN RB
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